PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah

ini:

Nama : YOGA UTAMA, ST

Jabatan . Fungsional Penata Kelola Perumahan Muda Dinas Perumahan
dan Permukiman Kab. Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : JOMPONG JUHARTONO, ST
Jabatan : Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.
Purbalingga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasi-
lan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab ka-
mi.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2023

Pihak Kedua

JOMPONG TONO, ST YOGA UTAMA, ST
NIP. 19670804 198909 1 001 NIP. 19830%)6 201001 1 020




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Fungsional Penata Kelola Perumahan Muda

|

ronisasi dalam rangka penyediaan
prasarana, sarana, utilitas umum
perumahan

terima PSU perumahan yang
terverifikasi dari pengembang

No T Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1. | Pelaksanaan pendataan penyediaan Persentase terdatanya rumah Persen 100

dan rehabilitasi rumah korban korban bencana alam atau re-
bencana atau relokasi program lokasi program pemerintah Ka-
Pemerintah Kabupaten/Kota bupaten / Kota
- Pelaksanaan identifikasi perumahan| Jumlah dokumen data rumah Dokumen 1
di lokasi rawan bencana atau terke- | di lokasi rawan bencana dan lo-
na relokasi program Kabupaten/ kasi yang berpotensi terkena re-
Kota lokasi program Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan pengumpulan data Jumlah dokumen data rumah | Dokumen 1
rumah korban bencana kejadian korban bencana Kabupaten /
sebelumnya yang belum tertangani | Kota kejadian sebelumnya yang
belum tertangani
2. Pelaksanaan sosialisasi dan Persentase tersosialisasinya Persen 100
persiapan penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban
rehabilitasi rumah korban bencana | bencana atau relokasi Program
atau relokasi program Pemerintah Kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan sosialisasi pengem- Jumlah orang yang mengikuti Orang 25
bangan perumahan baru dan sosialisasi pengembangan pe-
mekanisme akses perumahan KPR -| rumahan baru
FLPP
3. Pelaksanaan penerbitan ijin Persentase ijin (rekomendasi) Persen 100
pembangunan dan pembangunan vang diterbitkan
perumahan
- Pelaksanaan koordinasi dan Jumlah laporan hasil koordina- | Laporan 1
sinkronisasi pengendalian si dan sinkronisasi pengendali-
pembangunan dan pengembangan | an pembangunan dan
perumahan pengembangan perumahan
4. Pelaksanaan urusan Jumlah PSU yang ditangani Lokasi 12
penyelenggaraan PSU perumahan
- Pelaksanaan penyediaan prasarana,| Jumlah laporan hasil koordina- | Laporan 1
sarana, dan utilitas umum di pe- si dan sinkronisasi dalam rang-
rumahan untuk menunjang fungsi | ka penyediaan prasarana, sara-
hunian na, dan utilitas umum
perumahan
- Pelaksanaan koordinasi dan sink- Jumlah laporan hasil serah | Laporan 1




Kegiatan/Sub Kegiatan

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas
Umum Perumahan

) Anggaran KET.
1 2 3 4
1. |Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah | Rp 5.550.000,00 APBD

korban bencana atau relokasi program
Pemerintah Kab/Kota
- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Rp 2.775.000,00 APBD
Bencana atau Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
- Pengumpulan Data Rumah Korban Rp 2.775.000,00 APBD
Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum
Tertangani
2. |Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan re- Rp 2.775.000,00 APBD
habilitasi rumah korban bencana atau relokasi
program Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Rp 2.775.000,00 APBD
Baru dan Mekanisme Akses Perumahan
KPR-FLPP
3. Penerbitan izin pembangunan dan pengem- Rp 7.280.000,00 APBD
bangan perumahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Rp 7.280.000,00 APBD
Pembangunan Perumahan
4. |Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Rp 756.270.000,00 APBD
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas | Rp 751.870.000,00 APBD
Umum d Perumahan untuk Menunjang
Fungsi Hunian
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka | Rp 4.400.000,00 APBD

Pihak Kedua,

JOMPONG TONO, ST
NIP. 19670804 198909 1 001

NIP. 1983070?/201001 1 020




